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KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/K/I-X111.2/11/2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XII1.2/7/2014

Menimbang

Mengingat

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor

3/K/I-X111.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XI1.2/2/2016 tentang
Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
3/K/N-XI11.2/7/2014 telah diatur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana
BPK;

. bahwa untuk meningkatkan peran strategis Badan Pemeriksa

Keuangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara melalui pemeriksaan investigatif, perlu
menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 3/K/I-XI111.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4654);



Memperhatikan

Menetapkan

. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor

31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan,
Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia;

. Surat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor

19/S/11/03/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal Konsultasi
Pembentukan AKN VIII Bidang Pemeriksaan Investigatif;

. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/1603/M.PAN-RB/04/2016 tanggal 27 April 2016
perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;

. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 69/S/1/08/2016

tanggal 16 Agustus 2016 perihal Penyampaian Konsep Keputusan
BPK tentang Perubahan Kedua atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-
XI1.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;

. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/3147/M.PAN-RB/09/2016 tanggal 23 September
2016 perihal Penataan Organisasi Pelaksana BPK;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XII1.2/7/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XII1.2/2/2016 tentang
Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1), diantara huruf k dan huruf I, disisipkan 1 (satu) huruf, yakni

huruf k1, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pelaksana BPK terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Inspektorat Utama;



(2)

c. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan
Keuangan Negara,

d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan

Keuangan Negara,

Auditorat Utama Keuangan Negara I;

Auditorat Utama Keuangan Negara ll;

Auditorat Utama Keuangan Negara lll;

Auditorat Utama Keuangan Negara 1V;
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Auditorat Utama Keuangan Negara V;

j- Auditorat Utama Keuangan Negara VI;

k. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;

k1. Auditorat Utama Investigasi;

l.  BPK Perwakilan;

m. Staf Ahli; dan

n. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Struktur Organisasi BPK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 64

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan | mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan
Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta
menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada
lingkup Setjen (di luar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)), Inspektorat Utama
(Itama), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan
Keuangan Negara (Ditama Revbang), Direktorat Utama Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum), Staf
Ahli, Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) | s.d. VII, dan Auditorat Utama
Investigasi.

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan Il mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan
Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta
menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada
lingkup BPK Perwakilan Wilayah Barat, Pusdiklat dan Balai Diklat serta melakukan
kompilasi atas bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran tingkat lembaga.



(3)

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan Il mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan
Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta
menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada
lingkup BPK Perwakilan Wilayah Timur serta melakukan kompilasi atas pemantauan
realisasi anggaran tingkat lembaga.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 72
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan | mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan
melaksanakan SAlI dan SABMN pada lingkup Setjen (di luar Pusdiklat) dan Itama
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Il mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan
melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Ditama Binbangkum, Ditama Revbang,
Staf Ahli, AKN | s.d. VII, dan Auditorat Utama Investigasi dalam rangka penyusunan
Laporan Keuangan BPK.
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Ill mempunyai tugas mengolah data akuntansi
dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Satker Perwakilan, Pusdiklat, dan
Balai Diklat dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK dan melakukan
kompilasi atas laporan keuangan tingkat lembaga.

Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | yang selanjutnya disebut Bidang
PKMP | mempunyai tugas memberikan simpulan atau opini kepada manajemen atas mutu
kinerja pemeriksaan serta memberikan masukan, baik dalam hal kelayakan desain SPM
kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan di
lingkungan AKN I, AKN II, AKN IIl, AKN IV, AKN VII dan Auditorat Utama Investigasi.



5. Ketentuan Pasal 147 ayat (2) diubah sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

(1) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I.A mempunyai tugas:

a.
b.

h.

melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan,
efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;

memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka
penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;

memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat
Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil
pengawasan yang dilakukan;

memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi,
pemaparan hasil pengawasan; dan

menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan,

pada lingkup AKN I, AKN II, dan AKN III.
(2) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan 1.B mempunyai tugas:

a.
b.

h.

melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
memberikan pertimbangan kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan,
efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;

memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka
penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;

memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat
Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil
pengawasan yang dilakukan;

memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi,
pemaparan hasil pengawasan; dan

menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan,

pada lingkup AKN IV, AKN VII, dan Auditorat Utama Investigasi.



6. Ketentuan Pasal 163 ayat (2) diubah sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

(1) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.A mempunyai tugas:

a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka
penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
melaksanakan reviu atas RKA;
melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker,
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program, atau fungsi;

f.  melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk
penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti
pendukungnya;

g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan
manual lainnya;

h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;

I.  memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil
penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;

j- memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan
hasil reviu BPK negara lain;

k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;

. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi satker;

m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan
pemaparan hasil pengawasan; dan

n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan,

pada lingkup AKN I, AKN II, AKN Ill, AKN IV, Ditama Revbang, dan Ditama

Binbangkum.

(2) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.B mempunyai tugas:

a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka
penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
melaksanakan reviu atas RKA;
melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;

d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;



n.

melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker,
program, atau fungsi;

melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk
penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti
pendukungnya;

melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan
manual lainnya;

melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil
penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan
hasil reviu BPK negara lain;

mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi satker;

melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan
pemaparan hasil pengawasan; dan

menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan,

pada lingkup AKN V, AKN VI, AKN VII, Auditorat Utama Investigasi, Setjen, Staf Ahli,
dan ltama.

7. Ketentuan Pasal 175 ayat (2) diubah sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

(1) Subbidang Penegakan Integritas I.A mempunyai tugas:

a.
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melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;

melaksanakan penguatan integritas;

melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;

mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran
Kode Etik dan laporan gratifikasi;

melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan
inspektorat lain;

mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
memberikan layanan konsultasi;



j-  melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program anti korupsi;

k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan

[.  menyusun sumbangan Laporan Tahunan,

pada lingkup satker AKN I, AKN II, AKN Ill, AKN IV, Ditama Revbang, dan Ditama
Binbangkum.

(2) Subbidang Penegakan Integritas |.B mempunyai tugas:

a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;

melaksanakan penguatan integritas;

melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;

mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;

mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran

Kode Etik dan laporan gratifikasi;

g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan
inspektorat lain;

h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;

i. memberikan layanan konsultasi;

j-  melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program anti korupsi;
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k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan

[.  menyusun sumbangan Laporan Tahunan,

pada lingkup satker AKN V, AKN VI, AKN VII, Auditorat Utama Investigasi, Setjen, Staf
Ahli, dan Itama.

Ketentuan Pasal 242 huruf e diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 242 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat KHK
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat KHK dengan mengidentifikasi
IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana  kegiatan Direktorat KHK  berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi Direktorat KHK;

penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam
penyelesaian kerugian negara/daerah;

pelaksanaan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam
penyelesaian kerugian negara/daerah;



10.

pemberian pendapat hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara/daerah;

pemberian konsultasi hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara dan penyelesaian kerugian negara/daerah;
dihapus;

penyelenggaraan kepaniteraan Tuntutan Perbendaharaan dan perumusan konsep
naskah Tuntutan Perbendaharaan;

penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah;
penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penghapusan piutang negara/daerabh;
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Binbangkum.

Ketentuan Pasal 245 huruf d diubah sehingga Pasal 245 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdit KHKN
menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan
negara,;

pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan
negara,;

pemberian konsultasi hukum atas hasil pemeriksaan dan permasalahan hukum yang
terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara;

pemberian pendapat hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK.

Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

(1) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Pusat mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan Pemerintah Pusat,
memberikan pendapat hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara, serta memberikan konsultasi hukum, baik
terhadap hasil pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan
pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Pemerintah Pusat.



11.

12.

(2) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Negara Yang Dipisahkan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan
negara yang dipisahkan, memberikan pendapat hukum terkait pelaksanaan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dipisahkan, serta memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil pemeriksaan
maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dipisahkan.

Ketentuan Pasal 249 huruf d diubah sehingga Pasal 249 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdit KHKD

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan
daerah;

b. pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan
daerah;

c. pemberian konsultasi hukum atas hasil pemeriksaan dan permasalahan hukum yang
terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah;

d. pemberian pendapat hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan daerah; dan

e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK.

Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251
(1) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan daerah, memberikan
pendapat hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah, serta memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil
pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
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(2) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah Yang Dipisahkan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan
daerah yang dipisahkan, memberikan pendapat hukum terkait pelaksanaan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang
dipisahkan, serta memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil pemeriksaan
maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dipisahkan.

13. Ketentuan Pasal 253 huruf ¢ dihapus sehingga Pasal 253 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdit KKND

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian negara dan
daerah;

penyelenggaraan kepaniteraaan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka penilaian
dan/atau penetapan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Bendahara,
Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah;

dihapus;

penyiapan bahan penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian
kerugian negara/daerah;

penyiapan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan Piutang
Negara/Daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi; dan

penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK.

14. Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255

(1) Seksi Kepaniteraan Kerugian Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian negara, menyelenggarakan
kepaniteraaan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka penilaian dan/atau
penetapan kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMN, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, menyiapkan bahan
penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara, dan
menyiapkan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan Piutang
Negara yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi.
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(2) Seksi Kepaniteraan Kerugian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian daerah, menyelenggarakan
kepaniteraaan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka penilaian dan/atau
penetapan kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMD, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah, menyiapkan bahan
penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian daerah, dan
menyiapkan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan Piutang
Daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi.

15. Ketentuan Pasal 274 huruf c, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 274 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, AKN |
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN | dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan AKN | berdasarkan rencana aksi serta tugas dan
fungsi AKN I;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN | maupun yang ditugaskan kepada
BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN I;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN [, yang dilaksanakan
oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan
akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS
pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN | untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;
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penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN | yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Auditorat Utama
Investigasi;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
AKN I,

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN | yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas
Pemeriksaan (DEP);

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN [; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

16. Ketentuan Pasal 305 huruf c, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 305 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, AKN I
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN Il dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan AKN Il berdasarkan rencana aksi serta tugas dan
fungsi AKN II;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN Il maupun yang ditugaskan kepada
BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN II;
penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama
BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS
pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
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17.

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN Il untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN Il yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Auditorat Utama
Investigasi;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN
I;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN Il yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN II; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 333 huruf ¢, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 333 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, AKN llI
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN Il dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan AKN IIl berdasarkan rencana aksi serta tugas dan
fungsi AKN III;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN llI, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN Il maupun yang ditugaskan kepada
BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN llI;
penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IlI;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama
BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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18.

pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS
pada lingkup tugas AKN llI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN Il untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN Il yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Auditorat Utama
Investigasi;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN
[,

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN Il yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN IlI; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 360 huruf ¢, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 360 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, AKN IV
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN 1V dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan AKN IV berdasarkan rencana aksi serta tugas dan
fungsi AKN 1V;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN 1V, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN IV maupun yang ditugaskan kepada
BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN 1V;
penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV;
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19.

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN 1V, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama
BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS
pada lingkup tugas AKN 1V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh
Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN IV yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Auditorat Utama
Investigasi;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN
V;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN IV yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN IV; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 387 huruf ¢, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 387 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, AKN V
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN V dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan AKN V berdasarkan rencana aksi serta tugas dan
fungsi AKN V;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN
V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN V maupun yang ditugaskan
kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

16



20.

pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN V;
penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD, dan DPD tentang
hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama
BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS
pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Auditorat Utama
Investigasi;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
AKN V;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN V yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN V; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 404 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 404 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, BPK Perwakilan
Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
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penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Aceh yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Aceh;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Aceh, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Aceh dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Aceh;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Aceh yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk disampaikan
kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Aceh;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

18



21. Ketentuan Pasal 415 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 415 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, BPK Perwakilan

Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;
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22.

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 426 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 426 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;
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penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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23. Ketentuan Pasal 436 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 436 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, BPK Perwakilan
Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Riau;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Riau;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Riau;
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24,

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk disampaikan
kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Riau;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 446 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 446 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau;
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pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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25. Ketentuan Pasal 455 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 455 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, BPK Perwakilan

Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Selatan;

c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

f.  pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan;

g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sumatera Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

j-  pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan,
baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;
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26.

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera
Selatan; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 465 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 465 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, BPK Perwakilan
Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jambi;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Jambi yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
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pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jambi;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Jambi;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Jambi yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jambi dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Jambi;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jambi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk disampaikan
kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jambi;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

27



27. Ketentuan Pasal 475 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 475 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali
pemeriksaan investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
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28.

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan aparat pengawasan internal pada
entitas terperiksa;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan disampaikan kepada pemangku
kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 484 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 484 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, BPK Perwakilan
Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
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penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Bengkulu;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Bengkulu yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk
dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Bengkulu dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Bengkulu;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Bengkulu;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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29. Ketentuan Pasal 494 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 494 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, BPK Perwakilan
Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Lampung;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Lampung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk
dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Lampung dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Lampung;
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30.

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Lampung;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 504 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 504 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, BPK Perwakilan
Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi DKI Jakarta;
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pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk
dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi DKI Jakarta dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi DKI Jakarta;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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31. Ketentuan Pasal 516 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 516 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, BPK Perwakilan
Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Banten
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Banten, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Banten;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Banten;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Banten, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Banten dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Banten;
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32.

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Banten yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk disampaikan
kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Banten;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 525 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 525 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Barat;

35



pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk
dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Barat;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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33. Ketentuan Pasal 536 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 536 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, BPK Perwakilan
Provinsi D.l. Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi D.I.
Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.l. Yogyakarta berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi D.l. Yogyakarta;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi D.l. Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi D.l. Yogyakarta;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi D.l. Yogyakarta;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi D.l. Yogyakarta,

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.l. Yogyakarta;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
D.l. Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi D.l. Yogyakarta dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
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34.

I.  pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;

m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi D.I. Yogyakarta akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.l. Yogyakarta untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

0. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

g. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi D.l. Yogyakarta;

r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
dan

s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 545 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 545 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengabh;

c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengabh;
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pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengabh;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengabh;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengabh;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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35. Ketentuan Pasal 557 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 557 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Timur;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk
dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Timur akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;
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36.

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Timur;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 569 huruf ¢, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 569 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, AKN VI
menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan AKN VI berdasarkan rencana aksi serta tugas dan
fungsi AKN VI;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN
VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang ditugaskan
kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN VI,
penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD dan DPD tentang
hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama
BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS
pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
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37.

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VI yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Auditorat Utama
Investigasi;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN
VI;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN VI yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 586 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 586 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat;
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pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Barat, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Barat; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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38. Ketentuan Pasal 596 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 596 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengabh;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;
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39.

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 606 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 606 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
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penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,
baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
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pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

40. Ketentuan Pasal 616 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 616 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Utara;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara,;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Utara;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Kalimantan Utara;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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41.

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara,
baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Utara;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Utara; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 625 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 625 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur;
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perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur,
baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena
sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
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42.

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 635 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 635 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, BPK Perwakilan
Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Bali, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Bali;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Bali;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Bali, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk
dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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43.

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Bali dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Bali;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Bali kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk disampaikan
kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Bali;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 645 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 645 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, BPK Perwakilan
Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTB dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
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penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi NTB, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi NTB;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi NTB;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
NTB, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk
dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi NTB dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi NTB;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi NTB kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk disampaikan
kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi NTB;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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44. Ketentuan Pasal 655 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 655 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, BPK Perwakilan
Provinsi NTT menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi NTT dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTT berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTT,;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT,;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi NTT, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi NTT;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi NTT;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT,;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
NTT, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi NTT dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi NTT;

53



45,

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi NTT yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTT untuk disampaikan
kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi NTT;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTT; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 665 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 665 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan;
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pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan,
baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh
pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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46. Ketentuan Pasal 676 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 676 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Barat;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
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47.

I.  pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;

m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

0. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

g. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Barat;

r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
dan

s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 685 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 685 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 685

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, BPK Perwakilan

Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tengah;

c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;
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penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah,
baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tengah; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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48. Ketentuan Pasal 695 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 695 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara,;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara,

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara,;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tenggara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara,
baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh
pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;
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49.

I.  pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;

m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

0. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

g. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara,

r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara; dan

s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 705 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 705 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, BPK Perwakilan

Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;
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penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Utara;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Utara;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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50. Ketentuan Pasal 715 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 715 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Povinsi Gorontalo berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Gorontalo, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Gorontalo;
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51.

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 724 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 724 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, BPK Perwakilan
Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinisi Maluku
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Maluku, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Maluku;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
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52.

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Maluku, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk
dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Maluku dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Maluku;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Maluku kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Maluku;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 734 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 734 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 734

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, BPK Perwakilan
Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
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perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Maluku Utara;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Maluku Utara, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Maluku Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Maluku Utara kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
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53.

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Maluku Utara;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 743 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 743 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, BPK Perwakilan
Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua berdasarkan rencana
aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Papua, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Papua;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Papua;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Papua, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk
dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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54.

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Papua dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Papua;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Papua kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua untuk disampaikan
kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Papua;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Ketentuan Pasal 754 huruf d, huruf n, dan huruf o diubah, sehingga Pasal 754 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 754

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, BPK Perwakilan
Provinsi Papua Barat menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
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penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;

penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Papua Barat;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Papua Barat, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa
yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Papua Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Papua Barat;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Papua Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;

penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;

pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Papua Barat;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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55. Ketentuan Pasal 764 huruf c, huruf h, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 764 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, AKN VIl

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VII dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan RIR BPK;

b. perumusan rencana kegiatan AKN VIl berdasarkan rencana aksi serta tugas dan
fungsi AKN VII;

c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VII maupun yang ditugaskan kepada
BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN VII;

e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII;

f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama
BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS
pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh
Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

h. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;

i. penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VIl yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Auditorat Utama
Investigasi;

j-  pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN
VII;

k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN VIl yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya;

. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VII; dan

n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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56. Di antara BAB XIlII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB XIIIA
AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI

57. Di antara Pasal 798 dan Pasal 799 disisipkan 27 (dua puluh tujuh) pasal, yakni Pasal 798A,
Pasal 798B, Pasal 798C, Pasal 798D, Pasal 798E, Pasal 798F, Pasal 798G, Pasal 798H,
Pasal 798I, Pasal 798J, Pasal 798K, Pasal 798L, Pasal 798M, Pasal 798N, Pasal 7980,
Pasal 798P, Pasal 798Q, Pasal 798R, Pasal 798S, Pasal 798T, Pasal 798U, Pasal 798V,
Pasal 798W, Pasal 798X, Pasal 798Y, Pasal 798Z, Pasal 798AA, yang berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 798A
(1) Auditorat Utama Investigasi adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota yang
ditetapkan oleh BPK.
(2) Auditorat Utama Investigasi dipimpin oleh seorang Tortama.
(3) Struktur Organisasi Auditorat Utama Investigasi adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XLVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 798B
Auditorat Utama Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan investigatif
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian
negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli.

Pasal 798C
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798B, Auditorat Utama
Investigasi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat Utama Investigasi dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan Auditorat Utama Investigasi berdasarkan rencana aksi
serta tugas dan fungsi Auditorat Utama Investigasi;
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penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli
pada lingkup tugas Auditorat Utama Investigasi, baik yang pemeriksaannya
dilakukan oleh Auditorat Utama Investigasi maupun yang ditugaskan kepada BPK
Perwakilan;

penetapan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan penelaahan profil
jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan pemeriksaan
investigatif, serta pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;

pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan investigatif
dan penghitungan kerugian negara/daerabh;

penetapan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah;

penetapan hasil penilaian risiko kecurangan/fraud atas pengelolaan keuangan
negara/daerah;

pengelolaan permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

penetapan hasil pelaksanaan kegiatan praperencanaan pemeriksaan investigatif;
pengusulan laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan hasil penghitungan
kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi yang
berwenang;

pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan yang berindikasi
kecurangan/fraud;

permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup
tugas Auditorat Utama Investigasi untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
permintaan pendampingan hukum dalam rangka pemberian keterangan ahili;
penyiapan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

pemutakhiran database;

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Utama Investigasi; dan
pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 798D
Auditorat Utama Investigasi terdiri dari:
a. Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat;
Auditorat Investigasi Keuangan Daerabh;
Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan;
Sekretariat Auditorat Utama Investigasi; dan
Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

® oo o

Bagian Ketiga
Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat

Pasal 798E
(1) Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Tortama Investigasi.
(2) Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 798F
Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat mempunyai tugas melaksanakan
pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli pada entitas
pemeriksaan dalam lingkup tugas AKN I, 11, 1ll, IV, V, dan VI, kecuali entitas pemerintah
daerah dan entitas pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 798G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798F, Auditorat

Investigasi Keuangan Negara Pusat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat Investigasi Keuangan
Negara Pusat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

b. perumusan rencana kegiatan Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat Investigasi Keuangan
Negara Pusat;
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c. pelaksaaan reviu usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
penelaahan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian
negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;

d. pengendalian kegiatan penyusunan profil jenis penyimpangan yang berindikasi
tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerabh;

e. pengendalian kegiatan penilaian risiko kecurangan/fraud,

f. pengelolaan permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

g. pengendalian kegiatan praperencanaan pemeriksaan investigatif;

h. pelaksanaan reviu hasil pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan investigatif dan
penghitungan kerugian negara/daerabh;

i. pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi yang
berwenang;

j-  penyiapan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan yang
berindikasi kecurangan/fraud;

k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

I.  pemutakhiran database;

m. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;

n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Investigasi Keuangan Negara
Pusat; dan

0. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Investigasi.

Pasal 798H
Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat terdiri atas:
a. Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat |; dan
b. Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat II.
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Pasal 798I

Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat | mempunyai tugas:
a. pada entitas pemeriksaan dalam lingkup tugas AKN I, AKN II, dan AKN V, kecuali
entitas pemerintah daerah dan entitas pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan,

untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;

2. menyiapkan usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
penelaahan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian
negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;

3. memperoleh keyakinan mutu atas hasil penyusunan profil jenis penyimpangan
yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerabh;

4. memperoleh keyakinan mutu atas hasil penilaian risiko kecurangan/fraud;

5. mengelola permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

6. memperoleh keyakinan mutu atas hasil pelaksanaan kegiatan praperencanaan
pemeriksaan investigatif;

7. memperoleh keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan investigatif dan
penghitungan kerugian negara/daerah;

8. memantau tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi
yang berwenang;

9. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan
yang berindikasi kecurangan/fraud;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

11. memutakhirkan database;

12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Investigasi
Keuangan Negara Pusat.
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Pasal 798J

Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat [l mempunyai tugas:

a. pada entitas pemeriksaan dalam lingkup tugas AKN IlI, AKN IV, dan AKN VI, kecuali
entitas pemerintah daerah dan entitas pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan,
untuk:

1.
2.

10.

11.
12.

merumuskan rencana kegiatan;

menyiapkan usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
penelaahan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian
negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;
memperoleh keyakinan mutu atas hasil penyusunan profil jenis penyimpangan
yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerabh;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil penilaian risiko kecurangan/fraud;
mengelola permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pelaksanaan kegiatan praperencanaan
pemeriksaan investigatif;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan
kerugian negara/daerah;

memantau tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi
yang berwenang;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan yang
berindikasi kecurangan/fraud;

menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
memutakhirkan database;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Investigasi
Keuangan Negara Pusat.
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Bagian Keempat
Auditorat Investigasi Keuangan Daerah

Pasal 798K
(1) Auditorat Investigasi Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Tortama Investigasi.
(2) Auditorat Investigasi Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 798L
Auditorat Investigasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan
investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan
kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli pada entitas pemerintah
daerah dalam lingkup tugas AKN V dan AKN VI.

Pasal 798M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798L, Auditorat

Investigasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat Investigasi Keuangan
Daerah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

b. perumusan rencana kegiatan Auditorat Investigasi Keuangan Daerah berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat Investigasi Keuangan Daerah;

c. pelaksanaan reviu usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
penelaahan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian
negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;

d. pengendalian kegiatan penyusunan profil jenis penyimpangan yang berindikasi
tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerabh;

e. pengendalian kegiatan penilaian risiko kecurangan/fraud,

f. pengelolaan permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

g. pengendalian kegiatan praperencanaan pemeriksaan investigatif;

h. pelaksanaan reviu hasil pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan investigatif dan
penghitungan kerugian negara/daerabh;
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pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi yang
berwenang;

penyiapan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan yang
berindikasi kecurangan/fraud;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

pemutakhiran database;

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Investigasi Keuangan Daerah;
dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Investigasi.

Pasal 798N

Auditorat Investigasi Keuangan Daerah terdiri atas:
a. Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah |; dan

b. Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah Il.

Pasal 7980

Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah | mempunyai tugas:
a. pada entitas pemerintah daerah dalam lingkup tugas AKN V, untuk:

1.
2.

merumuskan rencana kegiatan;

menyiapkan usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
penelaahan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian
negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;
memperoleh keyakinan mutu atas hasil penyusunan profil jenis penyimpangan
yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerabh;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil penilaian risiko kecurangan/fraud;
mengelola permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pelaksanaan kegiatan praperencanaan
pemeriksaan investigatif;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan investigatif dan
penghitungan kerugian negara/daerah;
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10.

11.
12.

memantau tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi
yang berwenang;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan
yang berindikasi kecurangan/fraud,;

menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
memutakhirkan database;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Investigasi
Keuangan Daerah.

Pasal 798P

Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah Il mempunyai tugas:
a. pada entitas pemerintah daerah dalam lingkup tugas AKN VI, untuk:

1.
2.

merumuskan rencana kegiatan;

menyiapkan usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
penelaahan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian
negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;
memperoleh keyakinan mutu atas hasil penyusunan profil jenis penyimpangan
yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerabh;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil penilaian risiko kecurangan/fraud;
mengelola permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pelaksanaan kegiatan praperencanaan
pemeriksaan investigatif;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan investigatif dan
penghitungan kerugian negara/daerah;

memantau tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi
yang berwenang;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan
yang berindikasi kecurangan/fraud,;
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(1)

()

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

11. memutakhirkan database;

12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Investigasi

Keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan

Pasal 798Q
Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Tortama Investigasi.
Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dipimpin oleh
seorang kepala.

Pasal 798R

Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan mempunyai tugas

melaksanakan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli pada

entitas pemeriksaan dalam lingkup tugas AKN VII dan entitas pengelola kekayaan daerah
yang dipisahkan dalam lingkup tugas AKN V dan VI.

Pasal 798S

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798R, Auditorat
Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat Investigasi Kekayaan
Negara/Daerah yang Dipisahkan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR
BPK;

perumusan rencana kegiatan Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang
Dipisahkan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat Investigasi
Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan;

pelaksanaan reviu usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
penelaahan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian
negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;
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pengendalian kegiatan penyusunan profil jenis penyimpangan yang berindikasi
tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerabh;

pengendalian kegiatan penilaian risiko kecurangan/fraud;

pengelolaan permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

pengendalian kegiatan praperencanaan pemeriksaan investigatif;

pelaksanaan reviu hasil pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan investigatif dan
penghitungan kerugian negara/daerah;

pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi yang
berwenang;

penyiapan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan yang
berindikasi kecurangan/fraud;

penyiapan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

pemutakhiran database;

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Investigasi Kekayaan
Negara/Daerah yang Dipisahkan; dan

pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Investigasi.

Pasal 798T

Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan terdiri atas:

a. Subauditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan I; dan
b. Subauditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan II.

Pasal 798U

Subauditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan | mempunyai tugas:
a. pada entitas pemeriksaan dalam lingkup tugas AKN VII, untuk:

1.
2.

merumuskan rencana kegiatan;

menyiapkan usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
penelaahan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian
negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;
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10.

11.
12.

memperoleh keyakinan mutu atas hasil penyusunan profil jenis penyimpangan
yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerabh;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil penilaian risiko kecurangan/fraud;
mengelola permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pelaksanaan kegiatan praperencanaan
pemeriksaan investigatif;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan investigatif dan
penghitungan kerugian negara/daerah;

memantau tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi
yang berwenang;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan
yang berindikasi kecurangan/fraud;

menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
memutakhirkan database;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Investigasi
Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan.

Pasal 798V

Subauditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Il mempunyai tugas:
a. pada entitas pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dalam lingkup tugas AKN V

dan VI, untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;

2. menyiapkan usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
penelaahan profil jenis penyimpangan yang berindikasi tindak pidana dan/atau
kerugian negara/daerah, penilaian risiko kecurangan/fraud, praperencanaan
pemeriksaan investigatif, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian
negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli terkait kerugian negara;

3. memperoleh keyakinan mutu atas hasil penyusunan profil jenis penyimpangan
yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerabh;

4. memperoleh keyakinan mutu atas hasil penilaian risiko kecurangan/fraud;
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(1)

()

10.

11
12

mengelola permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan
kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi
penegak hukum dan instansi lainnya;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pelaksanaan kegiatan praperencanaan
pemeriksaan investigatif;

memperoleh keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan investigatif dan
penghitungan kerugian negara/daerah;

memantau tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan laporan
hasil penghitungan kerugian negara/daerah yang disampaikan kepada instansi
yang berwenang;

menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas permasalahan
yang berindikasi kecurangan/fraud,;

menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

. memutakhirkan database;
. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Investigasi
Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan.

Bagian Keenam
Sekretariat Auditorat Utama Investigasi

Pasal 798W
Sekretariat Auditorat Utama Investigasi berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Tortama Investigasi.
Sekretariat Auditorat Utama Investigasi dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 798X

Sekretariat Auditorat Utama Investigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas
Auditorat Utama Investigasi.
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Pasal 798Y

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798X, Sekretariat

Auditorat Utama Investigasi menyelenggarakan fungsi:

a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas Auditorat Utama
Investigasi;

b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas Auditorat Utama Investigasi;

c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas Auditorat Utama
Investigasi;

d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas
Auditorat Utama Investigasi;

e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas Auditorat Utama
Investigasi;

f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup
tugas Auditorat Utama Investigasi; dan

g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Utama
Investigasi.

Pasal 7987
Sekretariat Auditorat Utama Investigasi terdiri atas:
a. Subbagian Ketatausahaan Auditorat Utama Investigasi;
b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Auditorat Utama Investigasi; dan
c. Subbagian Administrasi Keuangan Auditorat Utama Investigasi.

Pasal 798AA

(1) Subbagian Ketatausahaan Auditorat Utama Investigasi mempunyai tugas
menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana
pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat Utama Investigasi.

(2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia Auditorat Utama Investigasi
mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan
kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas Auditorat Utama Investigasi.

(3) Subbagian Administrasi Keuangan Auditorat Utama Investigasi mempunyai tugas
mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan
transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat Utama Investigasi.
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58. Ketentuan Pasal 800 ayat (1) diubah sehingga Pasal 800 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 800
(1) Staf Ahli terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat;
b. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah;
c. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan
Lainnya;
d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; dan
e. Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko.
(2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Jenderal.

59. Ketentuan Pasal 805 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 805
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan kajian mengenai
kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko serta memberikan masukan kepada
BPK mengenai strategi penerapan manajemen risiko dalam kelembagaan BPK.

60. Mengubah Lampiran | Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
3/K/N-XI1.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 1/K/I-XI11.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa
Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pemeriksa
Keuangan ini.

61. Menambah 1 (satu) lampiran dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
3/K/N-XI1.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 1/K/I-XI11.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa
Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, yakni Lampiran XLVII, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan ini.

84



Pasal Il

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

WAKIL KETUA KETUA,
ttd ttd
SAPTO AMAL DAMANDARI HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

—— —

— ————

AN

izam Burhanuddin
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